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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, 

maka dapat disimpulkan sebagai beriku: 

1. Pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang telah diupayakan melalui 

layanan kesehatan dasar, penempatan pada blok hunian rentan, serta 

perlakuan yang disesuaikan dengan kondisi warga binaan. Pembinaan 

kepribadian dan kemandirian dilaksanakan dengan dukungan kerja sama 

pihak eksternal dan mekanisme rujukan layanan kesehatan. Namun, 

pelaksanaannya belum optimal dan berkelanjutan karena pelayanan masih 

berfokus pada aspek kuratif, sementara pendekatan promotif dan preventif 

serta pembinaan berbasis kebutuhan khusus belum berjalan maksimal. 

2. Kendala pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang bersumber dari kondisi 

hunian yang melebihi kapasitas, keterbatasan anggaran yang berdampak 

pada minimnya fasilitas, layanan kesehatan, serta tenaga medis dan petugas 

pemasyarakatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan kualitas hunian, 

pelayanan kesehatan, dan pembinaan tidak optimal, khususnya bagi warga 

binaan berkebutuhan khusus, sehingga perlunya penguatan kapasitas 

internal dan dukungan sumber daya yang terencana dan berkelanjutan. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang: 

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang perlu melakukan 

pembenahan menyeluruh terkait pengelolaan hunian dan lingkungan 

pemasyarakatan akibat keterbatasan ruang, penurunan kenyamanan, serta 

meningkatnya resiko kesehatan warga binaan berkebutuhan khusus. 

Perbaikan kondisi blok hunian, penataan jumlah penghuni per kamar, serta 

peningkatan kelayakan sarana pendukung pemenuhan hak warga binaan 

dapat dilaksanakan secara lebih manusiawi.  

2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang perlu memperkuat 

kapasitas internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan 

pembinaan. Pelayanan kesehatan dan program pembinaan mampu 

melaksanakan secara berkelanjutan.  

3. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu diperkuat 

dukungan sumber daya pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II 

B Padang, khususnya dalam bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan, 

melalui penambahan petugas Lapas dan tenaga kesehatan. Hal ini 

diperlukan untuk mengurangi beban kerja petugas, meningkatkan 

efektivitas pengawasan dan pembinaan, serta memastikan pelayanan 

kesehatan bagi warga binaan, terutama kelompok berkebutuhan khusus, 

dapat dilaksanakan secara lebih optimal.                             
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